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Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko




N wemenreranmvessisen  Mandat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan Berusaha Risiko Rendah !

v Cukup Nomor 5_

Proses perizinan kegiatan berusaha Induk Berusaha
(N|B) bina UMK

diubah dari berbasis izin ke risiko . -
v UM K Risiko
Rendah,NIB

sebagaiperizinan
tunggal (identitas
dan legalitas, SNI,
serta sertifikasi
jaminan produk
halal)

y Risiko Menengah

IV e Rendah
60 : NIB + Se rtifika t

Standar (SS) (*Self
y’ Declare)

' _;R_iSiko_ Menengah Penerbitan Perizinan Berusahamelalui sistem OSS oleh :
NI%Q?ISS - Lembaga OSS
(*SelfDeclare & - Lembaga OSS atas nama Menteri/kepala Lembaga

\ Verifikasi) - Kepala DPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur

- Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota atasanama
Risiko Tinggi Bupati/Walikota
NIB + |Zin - Administrator KEK
4 (+lampiran teknis) - Badan Pengusahaan KPBPB

Catatan :
- PB Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU), dapatdiajukan oleh PUjika diperlukan

- Persyaratan Dasar : KKPR, Persetujuan Lingkungan, PBG+SLF Sesuai: Pasal12ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 209 ayat (1) ,Pasal 210ayat (1)




Online Single Submission (0SS)

Kategori Pelaku Usaha

berbasis risiko memberikan

layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke
dalam keduakelompok besar,yaitu Usaha

Mikro Kecil (UMK)dan Non Usaha Mikro

Kecil (Non UMK)

Penjelasan PP 7/2021 Pasal 35
Ayat 2 Modal usaha merupakan

modal sendiri dan

modal pinjaman untuk menjalankan
kegiatan

usaha.

o Orang
Perseorangan
Badan Usaha -

Orang
Perseorangan

Badan Usaha

Kantor
Perwakilan

Badan Usaha
Luar Negeri

- Persyarikatan atau Persekutuan

-Yayasan

- Perseroan Terbatas(PT)
- Parseroan Terhatas (|
- Persekutua

- Badan Hukum Lainnya
- Persekutuan Firma

- Persekutuan Perdata
- Koperasi

- Bentuk Usaha Tetap

- Perusahaan Umum (Perum)

-Badan Layanan Umum

-BUMDES/BUMDESA Bersama

KPPA
-KP3A
- KP3A - PMSE

- BUIKA

- Pemberi Waralabadari LuarNegeri
- Pedagang Berjangka Asing

- PSE Asing

W 0SS

Pendaftaran Akun

Pilih Skala Usaha

UMK ©

Q} (2) () D
Skala Verifikasi Kata Profil
Usaha Data sandi Pelaku Usaha

Non UMK ©

<Rp 1Miliar

MIKRO

Sebelum UU CK:
<Rp 50 juta

Skala Usaha -UMK

Rp >1Miliar s/ Rp 5 Miliar

KECIL

Sebelum UU CK:

>Rp 50 juta <500 juta

Skala Usaha -Non UMK

Modal usaha < Rp5 miliar

Untuk usaha orang
perseorangan atau badan
usaha milik WNI dengan
modal maksimal RpS miliar
(tidak termasuk tanah dan
bangunan)

Modal usaha > Rp5 miliar
Untuk usaha orang
perseorangan atau badan
usaha dengan modal awal
lebih dari RpS miliar (tidak
termasuk tanah dan
bangunan)

Sudah punya akun? Masuk

Usaha milik Warga
Negara Indonesia,
baik orang
perseorangan
maupun badan
usaha,dengan
modal usaha lebih
dari Rp5 miliar
sampai dengan
paling banyak Rp 1
miliar tidak
termasuk tanah dan
bangunan tempat
usaha.

4

Badan usaha milik
Penanaman Modal
Asing (PMA)atau
Penanaman Modal
Dalam Negeri
(PMDN)dengan
modal usaha lebih
dari Rp10 miliar
tidak termasuk
tanah dan
bangunan tempat
usaha.

BESAR

Orang
perseorangan
warga negara

Indonesia atau asing,
atau badan usaha
yang merupakan
perwakilan pelaku

usaha dari luar
negeridengan
persetujuan

pendirian kantor di
wilayah Indonesia.

KANTOR
PERWAKILAN

b

-

Badan usaha asing
yang didirikan di
luar wilayah
Indonesiadan
melakukan usaha
dan/atau kegiatan
pada bidang
tertentu.

BULN
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Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik orang perseorangan maupun badan usaha,
dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuktanah dan bangunan tempat usaha. Sesuaidengan Undang-Undang
Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan kriteria modal usaha UMK sebagai berikut:

<Rp 1Miliar Rp >1Miliar s/d Rp 5 Miliar
MIKRO KECL

Sebelum UU CK: Sebelum UU CK:

<Rp 50 juta >Rp 50 juta <500 juta

NOTE :
Pelaku Usaha UMK Perseorangan dalampermohonannya dapat menggunakan Mobile App, dengan
mendownload App OSS INDONESIA di Play Store (Android) dan App Store (iPhone). Dibutuhkan NIK

(e-KTP) dan no ponsel yang sudah ada whatsapp (wa)
L ————————— e ™SS
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Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS

. jl Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (daratan, laut, dan/atau kawasan hutan)

2) Persetujuan Lingkungan

3) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) & Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

A

» Bila pelaku usaha memerlukan bangunan Gedung, maka wajib memiliki PBG & SLF
» PBG & SLF bukan prasyarat terbitnya NIB, Sertifikat Standar dan Izin.

E 2 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

NOTE :

-

\

*KKFR untuk \

UMK diatur
pada PP 21
Tahun 2021

Pasal 115

J

1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
2) Sertifikat Standar (SS)

3) lzin

]}

n

Pasad 1168
Kepaunn Pemanfastan Ruang yung dilakukan oleh
Pelaku Usaha yang termassk dalam kelompok UMK
swhoguimana dimakeod dalam Pasal 101 ayst (1)
Bt b, tdak melalul proses penerbitan Kesesunlan
Kegiatan Prmanisatan Puang.

Pelaku UMK sebagmimana dimaksud peds ayat (1)
mesbual  pernyalasn  mandt  babwa  Keglatan
Nsalianya selah sesusd dengan RTR,

Dalem  kal  permpwtsan mandin  sehagaimana
dimaksud pada ayat (2) terhukts tidax benas, kegiatan
pemanfnatan ruasgmn dillodken pombinann oleh
Rementenan/ lembags dan/ st perasghat daerah
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Registrasi Isi Data Isi Data
Hak Akses Pelallu Usaha Kegiatan Smart engine *
0SS Usaha

Validasi Tata
Ruang

- Pernyataan
mandiri
Tata ruang
(UMK)

- PKKPR (utk
Non UMK)

NIB dan

SPPL

NIB +SS
Menengah otomatis dan

Rendah PKPLH

Risiko? otomatis

NIB +SS
belum
terverifikasi

Persetujuan
Lingkungan

Menengah
Tinggi

Persetujuan
Lingkungan

SPPL saja atau
+PKPLH

SPPL saja atau
+PKPLH/SKKL

Pemenuhan
syarat SS

Pemenuhan
syarat 1zin
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Penerima Hak Akses

e ™\  Amanah PP 5/2021

K/L terkait Subsistem Perizinan Berusaha diakses

menggunakan hak akses oleh:

*  Pelaku Usaha;

* Lembaga OSS;

Pelaku Usaha * kementerian/l embaga;

*  DPMPTSP provinsi;

@SS * DPMPTSPkabupaten/kota;
*  Administrator KEK; dan

* Badan Pengusahaan KPBPB.

Badan Pengusahaan
KPBPB

KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Administrator KEK DPMPTSP Provinsi

DPMPTSP
Kabupaten/Kota Pengelola hak akses dapat memberikan
\_ -/ hak akses turunan sesuai kewenangan dan

kebutuhan yang diperlukan. (Penjelasan
Pasal 11 ayat 2 (perBKPM no. 3/2021)

Pasal 171 PP 5/2021)
>> Hak Akses juga diberikan kepada pengelola Kawasan Industri (KI) dalam penerbitan RKL-RPL rinci

Copyright © 2023 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
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Perizinan Berusaha (Teknis)

Copyright © 2023 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
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PELAKU USAHA EKSISTING
(sudah memiliki izin yang masih berlaku)

Pasal 97
(1) Pelaku Usaha vang telah memiliki Perizinan Berusaha
vang masih berlaku sebelum Peraturan Badan ini
diundangkan tetap dapat digunakan sesuai kegiatan
usaha.

(2) Pelaku Usaha vang telah mendapatkan Perizinan

Berusaha yang masih berlalku sebelum Peraturan
Badan ini diundangkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan belum memiliki NIB, Pelaltu Usaha wajib
mendaftarkan NIB melalui Sistem OSS.

Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021

Copyright © 2023 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.



W e mesnsaPelaku Usaha Eksisting — Memiliki [zin Masih Berlaku

[€) NONUMK - Badan Usaha - 0S

& C 0ss.go.id

X FORMULIR PEREKAMAN DATA PELAKU USAHA (Badan Usaha)

Judul KBLI Uraian Usaha Ruang Lingkup

Data tidak tersedia

’--------------------------------------------~

S
\

\

Apakah sudah memiliki perizinan berusaha

yang masih berlaku dan diterbitkan [SUdah - ]
sebelum implementasi OSS Berbasis Risiko

(OSS 1.0, OSS 1.1, SPIPISE, dsb) ?

Nama Penerbit Izin Tanggal Terbit (dd-mm-yyyy) ‘ m Tanggal Terbit

Nomor Izin

Lampiran File Pilih Dokumen

Ukuran maksimal dokumen : 5 MB

4
[
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
\

’
V4

Jenis dokumen: PDF

Apakah Anda memiliki NPWP
berbeda/cabang di lokasi ini?

Copyright © 2023 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
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LAMPIRAN

Lampiran barikut ini memuat daftar bidang wsaha untuk:

Momor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Merja

NOMOR INDUK BERUSAHA:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN EERUSAHA EERBASIS RISIKO

A.Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang

Lokssi L=aha

Mo. | Kode KBLI | Judul KBLI
Perlambangan
1 WS Bijil Mikel

Perizinan Berusaha

Mama Penerbit lzin: Drs. H.
MASMUDDIM, M.Si.

Momoaor [zin: TR
Tanggal tarbit: 08 Desambear 2020

B.Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Ino | Kode KBLI| Judul KBLI Lokasi Usaha Klasifikasi Risiko SN Denjsens
Jenis Legalitas

177395 Aklivilas |Rencdah NIB Untuk persiapan,
Penyowaan operasional, danvatay
dan Sewa |xomersial kegiatan
Guna Tanpa usaha
Hak Opsi
Mesin
Pertambang
dan Energi
serta
Peralatannya

= lamann 0 i i it i B B P Pr. PN i i S n AR an FE . NS TSR Py S

Copyright © 2023 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
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Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha
(PB UMKU)
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Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

(PB UMKU)

BERANDA : PERIOIMNAN BERUSAHA UMTUR MEMUNIANG KECIATAN UISAHA [PE LUMEL

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) Transaksional

Perizinan yang satu kali
pakai, durasi berlaku

Perizinan Bevusaha Untuk Menurjang Kegiatan Usaha [FE UMKL] acalsn perizinen yang dipsriulen Dagi kegiatan usaha danatag produk pads 5aan pelakeanasn tahap pen dek
operasional danfatau komersial

Jenits BB UMKL sangat bervarias], antars lain dalarm berituk lzin, Persetujusn, Penetapan, Pengesanan, Penunjukan, Registras, Rekomendasi, Sertifiket, Sertifikasi
Konsultasi, dan Surat HE‘I’E‘I.‘!’;Q"‘

Tidak diajukan di 055
(diajukan di KLD)

ik tarmasui izin yang sifatrye transsksional [eriaku hsnys unuk sekali kegistan), saperti izin Terbang untuk Pesrwat, Pilot, Pramugarii dan Persetujuan

Saat ini sebanyak 551 Jenis PB UMKU (Non Transaksional) Contoh :
yang telah dapat diproses melalui sistem OSS Berbasis izin ekspor/impor
Risiko ,, Untuk perizinan ekspor

impor akan dilayani INSW

Non

Transaksional [, yang dapat
digunakan atas
kegiatannya, durasi izin
Panjang

Diajukan di 0SS
Contoh :

Sertifikat Cara Pembuatan
Alat Kesehatan yang Baik
(CPAKB)

Pelepasan/Pendaftaran
Varietas
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Metode Pemrosesan PB UMKU (Non Transaksional)

SISTEM OSS SISTEM OSS
INTEGRASI (PUSAT) (DAERAH)
o Integrasi (SSO) antara OSS o Melalui Hak Akses OSS
dan sistem KL o Dapat mengakomodir lampiran o Melalui Hak Akses OSS
data teknis o Dapat mengakomodir

lampiran data teknis
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Alur Permohonan PB-UMKU

Daftar Kegiatan Perizinan Berusaha Permohonan PB- Verifikasi

Usaha Utama KBLI UMKU PB-UMKU * PB-UMKU

Misalnya:
- KBLI Industri
- Lokasi A

Daftar Kegiatan

8 UsahaPendukung
Berlokasi BEDA dengan UMKU

KEGIATAN UTAMA

*) Dalam hal verifikasi kewenangan Daerah, maka verifikasi dilakukan oleh OPD Teknis
untuk kemudian disetujui/ditolak oleh PTSP

Copyright © 2023 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.



?KEMENTERIANINVESTASI/BKPIFOrmat Pe”Z'nan UMKU (Halaman Depan dan Lamplran Tekr"S)

PRODUK PRINT OUT
PBUMKU PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
. PBUMKU
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
PBUMKU(2 i"('iigit) LAMPIRAN PBUMKU: ........coorrrveenene (17 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lampiran berikut memuat data tekniS ..c..eoreeeceeesessesnsenees untuk:

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan ... ST —

kepada pelaku usaha berikutini: | T mmmmmmmmm——"

1. Nama Pelaku Usaha

2. Nomor Induk Berusaha (NIB)

3. Alamat Kantor @ e Kode Pos oraeieinnnnne

4. Status Penanaman Modal

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan @ ......ccccvieieiiiennns

Usaha Indonesia (KBLI)

6. Lokasi Usaha Dy Ay e el ke SN

Telah memenuhi persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data

teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha

tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : .....ccceeeviniinnenn.

Perubahan ke- ............... Tanggal : ....eeeeeen (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI .......... /KEPAIA ............
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL AL A AN KOORDINAS PN ANAMAN MODAL
E’ E REPUBLIK INDONESIA,
5 5
(NAMA) BAHLIL LAHADALIA
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm /yyyy
1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku ha, tersimpan dalam si: ig, - "

0SS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. N Clehtronli
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen i akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem id Soiinam
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang - gflswz‘;'z t’:;"a-’? "‘"99""9'!;"'“ it E"’k"m:.‘:';:' , i N Cec

diterbifkan oleh BSTE-BSSN. 3. Doku ini telah dit i secara i if yang
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh laha si: OSsS g kan hak akses. aiterbnikan olel: BSrE-DSEN: y o

4. Data dapat dip melahi sistem OSS menggunakan hak akses.

Copyright © 2023 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
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Update Fitur
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G Fitur Bantuan Kendala Akun

Masuk

Nomor Ponsel, Email, atau Username

Wajib diisi

Kata Sandi

Wajib diisi

Butuh Bantuan?

Masuk

Butuh Bantuan?

Lupa Kata Sandi
Saya ingin mengatur ulang kata sandi untuk mengakses OSS.

Lupa Akun
Saya lupa akun yang digunakan untuk mengakses OSS.

Email Sudah Tidak Aktif
Saya ingin ubah email untuk akun OSS.

Nomor Ponsel Sudah Tidak Aktif
Saya ingin ubah nomor ponsel untuk akun OSS (Khusus UMK
Perseorangan).



S remenenan muesrasysion a Update Fitur Perubahan Data Usaha

I Pemberitahuan

I1. Perubahan data usaha akan merubah status Sertifikat
I Standar/izin yang melekat pada bidang wsaha ini, sehingga
perlu pernenuhan persyaratan dan verifikasi ulang.

l‘ﬁ}atﬂ(ﬂlﬂiarﬁnkﬂ_iuﬁ tioak aa-pat?ubaTatE? data
usaha dengan status PEKPR sudah terbit. Jika terjadi
perbedaan KBLI danfatau alammat lokasi usaha, silakan Anda
mengakses menu Pengembangan dengan memilih Tambah
Bidang Usaha.

[ e e
i

:Den;rl ini saya menyatakan bahwa telah memahami dani
| menyetujui permyataan di atas terkait perubahan data usaha. |

b = - ___ — _—_______1

KEMBALI MEMGERTI




KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM U p d a‘te Fl t u r Per u b ah an Data US a_h a

Diata Investasi uniul Bidang Usaha

dah hila Basgquean

Akt ik bea

.

it kmgimian unshn ini T

Y]

Detail Usaha

Pilits stabus bang

Detall Pengisian Bangunan

Kedompok il
Loebusan, s

s Dulars Hageri

Rancans

gunan ks

alatas Impne RO

Rencara Jumiah Lantal Bangunan

n ! Paralatas [

Jum -
b, bt Bl s e L
ang Homar 1 Tahun 3 -
" ?
sn .

Apaksh Aredu muemilii NPWR
barbedaicabang d lokssi init ik - Masukan Jumlsh Bengunas Anda

Tatul Mzdal Tetap "o
Haarivs Ui | gt wlustri Pembakan lkan

r————————————
Rancans ek banguearyrencens | ER
I [ — ]
o O I Skl usaba Arcli il kisgatan i adiah B
ingkat rod ko kegistan Lsaha Anda acalsh Menengsh
I oo Tingui
I Durskripsi Kegi Siala incustr besar N
Alamat Usshs
Lusa Laban Liasha
Uewoper sk
| I e
Lamgiran Fie Feiygon ==
0
Habupaien | Kota
lal e sebutY - .
I I Jummilah Ton age Kisja
Daftar Produk, Jaks
Kade Pos
I I pEmbanguan dan -
peagumbingen Dbjek Vial ' s =0 STEAS, LOVK. CROUNDMEAT. 540 (F.4 |

L o = Il Data terkait lokasi usaha tidak dapat diubah, perubahan lokasi
menggunakan mekanisme input data baru melalui menu
pengembangan
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W OSS () CTmm ) CrTm C

PERMOHONAN BARL

‘ PENTING! Anda dapat melacak Izin Komnersial atau Operasio
afektif di 0SS versi sebelumnya dengan melakukan Pengem

@ Anda dapat melihat selurub KBL yang diajukan pada 055 1]
memproses perizinan berusaha berbasis risiko untuk KBLI y&

NIB

Nomaor Induk Berusaha [NIB) adalah bukti registrasifpendaftaran dan
identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. NIE
wajib dimiliki Pelaku Usaha dalam memulai kegiatan usaha.

Persetujuan O
Lingkungan
Ve

PERUBAHAN

PENGEMBANCGAN

PERLUASAN

PERPAMNIJANCAN

PENTAHAPAN

PENCABUTAN

PEMENUHAM PERSYARATAN

PEMBATALAN

MERCER

PERUBAHAN BADAM USAHA
PERUBAHAMN NAMA PERUSAHAAN
PERUBAHAM DATA USAHA

o AT | it H i el

I PERUBAHAN DATA TEKNIS .

- Em 2 s o Em o
RIVAYAT PERUBAHAN DATA TEKNIS

RIVAYAT PERUBAHAN BADAN USAHA

L

lah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan

KKPR

vkegiatan usaha

nemproses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk KBLI yang belum berlaku ¢

1 berusahanya telah berlaku efektif pada 055 11. Jika dibutubkan, Anda dapat
dan klik Pengembangan.

Izin L

Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku
Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

UMKU —

. Ty HOMSHEE
i = -

Menu perubahan data lampiran teknis ini hanya untuk data yang tercantum dalam lampiran
teknis dan tidak terkait dengan elemen data isian dalam form permohonan Perizinan Berusaha.
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G Pilihan Pendukung apabila KBLI Utama sudah terbit NIB

PEMILIHAN BIDANG USAHA

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020

Jenis Kegiatan Usaha

Pendukung - ‘

——————————————\

Bidang Usaha Utama \

Bidang Usaha Utama
[th - ] I

09900 - NKU : 202208-0111-0733-4166-370
JL RAYA MUCHTAR Kelurahan: Sawangan Baru Kecamatan: Sawangan Kab/Kota: Kota Depok Provinsi: Jawa Barat I

N\

‘ Q, Masukkan kata kunci atau kode KBLI w

=

*—————————————’
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Pilihan jenis Kegiatan Pendukung hanya muncul apabila KBLI Utama

sudah terbit NIB

Produk
NIB

melalui paling lambat 90
0885.90.d (sembilan puluh)
han kerja sebelum
waktu perkiraan

SS/lIzin

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 81200019723690

mulai
beroperasi/produksi
4 10472 Indusin ) ngo iz} Terbit -
(Utama) Margarine an Dalam. Kec \zn - Belum Terbit |Lakukan
Aceh Selatan - Lakukan pemenuhan
pemenuhan  |persyaratan izin
persyaratan melalui oss_go.id
melalui paling lambat 90
085.90.id (sembilan puluh)
han kerja sebelum
waktu perkiraan
mulai
beroperasi/produksi
510411 Indusin samadua pendukung Tngg NIB Terbit -
(Pendukung) Minyak Desa/Kelurahan Dalam, Kec lzZn - Belum Terbit |Lakukan
R Mentah dan|Samadua, Kab. Aceh Selatan - Lakukan pemenuhan
KBLI Utama: 10412 |; o Provinsi Aceh pemenuhan  |persyaratan izin
Nomor K?;Lazclﬂ < 1 |Nabat Kode Pos: 25123 persyaratan  |melalui 0ss go.id
92?[11826;?}22‘;:2“13' melalui paling lambat 90
e adl 0s5.g0.xd (sembilan puluh)

han kerja sebelum
waktu perkiraan
mulai
beroperasi/produksi

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab

Pelaku Usaha. Balai
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dok ini akan dilakukan perbaikan sebagai inya. Sertifikasi
3. Dokumen ini telah ditand. i secara elektronik sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. A Elektronik
4.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

ampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiba
Kode KBLI stusthsl | KChnn ik ua ] Persyaratan dan/atau Kewaj Lembaga M—
Risiko Pengawas | Berlaku
7012 Menengah |Persyaratar P Selama
Pendukung) at K Pelaku
Kewajiban K U
- Memilik enjalanka
- Menyampaika kegiata
tepat waktu s usaha
nforma
tat yang
yang telah dibe
paedoman tata
Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Sta idul KBLI yang tercantum dalam lampiran
n
P 3 memenuhi pe Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK

baga (KL

san pemenuha Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Kait
tandar tersebut




? KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
Fitur koreksi alamat usaha atas KKPR yang sudah terbit

1. Adanya Permohonan perubahan atas alamat yaitu hanya perubahan nama Gedung

2. Adanya kemungkinan perubahan nama jalan dll namun tidak berubah posisi/ koordinat karena kebijakan pemerintah
(bukan karena pemekaran)

X FORMULIR PEREKAMAN DATA PELAKU USAHA (Badan Usaha)

Kabupaten Bogor dan Kota Depok

Alamat Usaha JI. Pemuda

Provinsi

Kabupaten / Kota

Kecamatan

Kelurahan / Desa I P

* Klik menu peru16ahan data usaha

* Hanya bisa mengubah alamat, data kode pos, provinsi, kab/kota, kecamatan dan kel/desa
terkunci

* Permohonan ini masuk di akun verifikator 181
 Bila telah disetujui alamat akan memutahirkan alamat pada PD dan PB



W KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Penyesuaian bisnis proses Pengajuan UMKU yang
membutuhkan persyaratan dasar KKPR/Persetujuan
Lingkungan

Fitur yang digunakan pelaku usaha apabila membutuhkan UMKU di lokasi yang berbeda dengan kegiatan usaha
utamanya yang membutuhkan persyaratan dasar KKPR/Persetujuan Lingkungan

Apa ka h periZi na n Berusa ha U M KU ya ng Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020

Jenis Kegiatan Usaha

diajukan membutuhkan persyaratan dasar
(KKPR/Persetujuan Lingkungan)

Bidang Usaha Utama

46653 - NKU ‘ZOZZH 1416-2556-8609-574

Tidak Tl it ey U Kasab Kecamatan: Maro Sebo Ul Kabikota: Kl
Anda akan diarahkan untuk langsung mengisi formulir pengajuan Perizinan
Berusaha UMKU.

Ya KBLISZI01 untuk Tar
Anda akan diarahkan untuk mengisi data kegiatan usaha dengan jenis Ruang Lingkup
Pendukung UMKU. Kemudian. mengajukan Perizinan Berusaha UMKU Pilih ruang lingkup kegiatan

Kembali

[N

Lanjut




KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Penambahan filter multi pencarian pada akun
verifikator dan persetujuan K/L/D

K/L/D melalui hak akses OSS dapat melakukan pencarian data perusahaan menggunakan mekanisme multi
pencarian dengan memilih beberapa parameter yang akan dilakukan pencarian

ﬁ
@SS BERANDA J HAK AKSES TURUNAN PROFIL | ADMINISTRATOR § PEMROSESAN PERIZINAN PELAPORAN PENCABUTAN l
MR VESTASY P

DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN

°
@SS BERA HAK AKSES TURUNAN PROFIL ADMINISTRATOR PEMROSESAN PERIZINAN « LAPORAN PENCABUTAN =

DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN

- |

O Nama Pelaku Usaha
Data Permohonan Data Pelaku Usaha / Data Usaha Lokasi Usaha ) O Nomor Proyek
Data Permohonan Data Pelaku Usaha / Data Usaha Lokasi Usaha o
Perusahaan
D NIB Perusahaan
D Kab/Kota/Provinsi
D NPWP
O Nama Usaha
KBLI: Alamat :
KBLI . 5
62019 Beltway Office Park D CE:Ie sty D Nomor Identitas
Nama Perusahaan : . 62019 Beltway Office Park
Ruang Lingkup : Tower B STh Floor, Nama Perusahaan : a
Perseroan Terbatas (PT) . Ruang Lingkup : Tower B 5Th Floor,
Seluruh Jalan Letjen TB D Nomenklatur Perseroan Terbatas (PT) X
Nomor Permohonan : SMART PAY INDONESIA Seluruh Jalan Letjen T8 [  tuastahan
. SEKTOR : Simatupang Nomor Permohonan : SMART PAY INDONESIA .
1-202202041019599133002 Jenis Perusahaan: . . q SEKTOR : Simatupang
N Perindustrian Nomor 41 1 Waktu : 1-202202041019599133002 Jenis Perusahaan : )
Nomor Kegiatan Usaha : Badan Usaha Perseroan S . Provinsi: O Nomor Permohanan eria e e Perindustrian @i il O Ruang Lingkup Vaktul:
201912-3113-5638-6188-914 Terbatas (PT) SMART PAY i . ) 9 : Modal Usaha : Provinsi : erja
Rp 10.010.000.000 DKl Jakarta — - omawvaktu 201912-3113-5638-6188-914 Terbatas (PT) SMART PAY
Tanggal Permohonan : INDONESIA Risiko: - Elektronik (TD ) Rp 10.010.000.000 DKl Jakarta s - aktu :
A . Nama Usaha: Kabupaten/Kota : Hari Kerja Tanggal Permohonan : INDONESIA Risiko : - Elektronik (TD N
04 Februari 2022 Nomor Identitas : Aktivitas P Kota Adm. Jakart PSE) Domestik 04 Feb 12022 Not g Nama Usaha: Kabupaten/Kota : PeEID ik - Hari Kerja
Jenis Permohonan : ES155278B \ites err.lrograman ota Adm. Jakarts = ebruar mor ldentitas: Aktivitas Pemrograman Kota Adm. Jakarta JDCEst =
Komputer Lainnya Selatan . Jenis Permohonan : ES155278B
Baru NIB : C Komputer Lainnya Selatan .
Luas Lahan : Kecamatan : Baru NIB: @
9120318001689 R Luas Lahan : Kecamatan :
40 M2 Pasar Minggu 9120318001689 .
— 40 M2 Pasar Minggu
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Q Tembusan sesual kewenangan atau lokasi

@ Unit Perizinan p

@SS BERANDA PEMROSESAN PERIZINAN LAYANAN BERBANTUAN PELAPORAN PENCABUTAN PENGADUAN SANKSI
T ——
’ 3

¥ ¥ !!B

Pengembalian Permohonan Penolakan Permohonan Penerbitan Secara Otomatis

[f e —

| |
= L] v
S— -_
I = =
T — p—
| ]
| Tembusan Dalam Proses Verifikasi Tembusan Diterbitkan Tembusan Ditolak
- I | ] I - I | ] I - I | ] I - I | ] I - I | ] I - I | ] I ] n hhli

] @ konsultasi




oses Bisnis Satu Siklus Permohonan Persetujuan Lingkungan khusus PB
Risiko MTdan T
Di luar Kawasan Industri

ﬁ KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Pengajuan Proses
Perizinan Pemenuhan
Berusaha Persyaratan

(Terbit NIB) Dasar

Penapisan
mmne Persetujuan
Lingkungan

Penyusunan Penerbitan Persetujuan
Dokumen Lingkungan Lingkungan

Penerbitan Penetapan
Pemenuhan Persyaratan
Dasar PKPLH/SKKL

Proses di OSS-RBA . Integrasi Amdalnet dengan OSS-RBA pada tahun 2024 untuk pengajuan persetujuan lingkungan baru

Proses di Amdalnet (go live pada Maret 2024)
Integrasi proses perubahan persetujuan lingkungan, akan dilanjutkan pada tahun 2024
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e B L e L LT

R R L e L L L L L e R TN

Proses Bisnis Satu Siklus Permohonan Persetujuan Lingkungan khusus PB
Risiko MTdan T

-

0SS ) TS [ T T B T

@  PENTNG Anon dapet inetscak Y
Sibn ek w81 sang befum e

Wik oluatt 3
ngan rmeshulan Ponganmbangan & M eranen Ssnsang

| o ——— I

A5 11 mors Puacaban Anda sap Gapet e Pertzinen Benashs borlims X

(o] [N

ENCEMBANTAN
‘ A
‘. ( AN AN
’ 1
. |
o Ao
L NCAD LU TAN

[ PEMEMN MM PERSYARAAN }

S MEBATALAN

% @S S BERANDA, PERZIMAN BERLISAHA m FELAPORAM ==

DAFTAR KEGIATAMN USAHA

02305
Hesrar Keglatan
S izaha Menaragah Proses
1 Usaba 202406 yeacli Tinggl PersEguan Lingkurgan Penapisan
TS50 B-0555%-

&0

LU U B LS | L S VAR B ] T P | LR 3 3 [ P 1

KUDUS
[

- Marmar NIB

= o me .

Penanggung Jawab

— % No. Telpon

s o —

= = Email

& Rl Skala Badan Usaha

5 &b status Penanaman Madal

2 TOTAL AMDAL UKL-UPL ADDEWNDUM ANDAL &
: RKL-RPL

Alamat =

mamar Kegistan Ussha : A

D izin ;
Pama KDL s hia Belatarian Lamrys
Bamar KBLI !
Tingkat Rsik
Kewenangan 1|




Panduan SSO Amdalnet dan OSS

SCAN ME



ﬁ KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM Kendala veee (I)
> Apabila tidak menemukan data permohonan pada akun OPD ?

1. Masuk ke akun Pengelola Hak Akses — menu Administrator

e

— ot '.\“'“W m m m e
.

PMEPTLE wagt nberkan Ha
st ada debih lanjut..

¥ OSS

BENTIN
FEN

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

N MCR Soegiopianotd Nol Semarnang . Teleporn: 0224-35487438 . Email: dpmptsp@ jatengprov.goid

2. Lalu ke Hak Akses Turunan, akan menampilkan Daftar Pengguna Hak Akses

_

¥ _ Y

¥OSS e

Daftar Hak Akses Turunan




ﬁ KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM Kendala veee (II)
> Apabila tidak menemukan data permohonan pada akun OPD ?

3. Mohon dicek bagian tabel I1zin Dasar/UMKU, apakah sudah di check list atau belum

(I C B < B B <

............

Ce ataran b . e o @ PILIM S8 MUA
iy ‘.‘ ‘ .“ = _
Pes - ve: B b
-




N oy MEDIA LAYANAN KONSULTASI OSS BERBASIS
RISIKO

» Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Pada Layanan OSS

- ' ‘
0SS
Email Konsultasi

Informasi 08116774642 kontak@oss.go.id = Media Sosial Tatap Muka 169 [t (penganasan]



mailto:kontak@oss.go.id

% KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Jalan Jenderal Gatot Subroto
No. 44, Jakarta 12190 - Indonesia

+62 21 525 2008
+62 21 525 4945
info@bkpm.go.id
bkpm.go.id

London
~ &

he
New York

investindonesia.go.id




